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ABSTRACT

This resecarch was based om the background of the still large number af eleciricity
subsidies that were not on largel and the people who did not know abowt the existence of
electricity subsidies on target PT. PLN (persero} WS2JB. The purpose of this study way (o
determine the implementation of the subsidy policy electricityon targeted at PT. PLN
(Persera) South Sumaira Region Jambi Bengkulu (WS2/B). The tvpe of research used is
descriptive  quaiitative. As for Focus this research is using the dimensions of
implementation developed by Ripley and Franklin. The data collection technigue used is by
documentation and literature study, observation and indepth imterviews. Technigue or
method data analysis used in this study is inductive by using phenomenologycal procedure
consisting of stages of processing and interpreting daia for analyzed, read the overall
data, analyze in more detail by coding data, apply the process of coding, restating and
interpreting data. Research result this shows that the implementation of the electricity
subsidy policy is right on targeted by P1. PLN (Persero) WS2JB has been implemented
optimally accordingly stipulations and integrated data that have been set. (Communities in
the S2JB area too feel the impact of the electricity subsidy policy that is carried out fairly
and evenly. This implememation is also supported by PT. PLN (Persero} WS2JB as well
the relevani regional governmeni in complying with and implementing the mechanism
matching data and complaint handling mechanisms that have been determined by the
government. integrated data verification and verification process for electricity customers
in the region S2JB produces opiimal data with error data of only 0.06 percent of customer
total verified and maiched. In addition, complaint handling the communiiv in the S2]JB
area has been running well supported also by the role of the government related are as, so
that the development of community complaints regarding implementation this policy
decreases every monih,

Keywords: Implementation, Policy, Subsidy, Fleciricity, target, PT PLN.
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ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi oleh masih banyaknya pemberian subsidi listrik
vang tidak tepat sasaran dan masyrakat yang belum mengetahui adanya subsidi listrik tepat
sasaran PT. PLN (persero) WS52IB. Tujuan penclitian ini adalah untuk mengetahui
implementasi kebijakan subsidi listrik tepat sasaran di PT. PLN (Persero) Wilayah
Sumatera Selatan Jambi Bengkulu (WS2JB). Jenis penelitian yang digunakan vaitu bersifat
deskniptif kualitatif. Adapun fokus penelitian ini yaitu menggunakan dimensi-dimensi
implemeniasi vang dikembangkan oleh Ripley dan Franklin. Teknik pengumpulan data
vang digunakan adalah dengan dokumentasi dan studi pustaka, observasi serta wawancara
mendalam. Teknik atau metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
induktif dengan menggunakan prosedur fenomenologis yang terdiri dari tahapan
pengolahan dan interpretasi datz untuk dianalisis, membaca data keseluruhan, menganalisis
lebih detail dengan mengkoding data, menerapkan proses kading, penyajian kembali dan
menginterpretasi data. Hasil penclitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
subsidi listrik tepat sasaran yang dijalankan oleh PT. PLN (Persero) WS2JB telah
dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan dan data terpadu yang telah ditetapkan.
Masvarakat di wilayah S2JB juga merasakan dampak dari kebijakan subsidi histrik yang
dilakukan secara adil dan merata. Implementasi ini juga didukung oleh petugas lapangan
PT. PLN (Persero) W52JB maupun pihak pemerintah daerah terkait dalam mematuhi dan
melaksanakan mekanisme pemadanan data dan mekanisme penanganan pengaduan yang
telah ditetapkan pemerintah. proses survei pencocokan dan verifikasi data terpadu pada
pelanggan listrk di wilayah S2JB menghasilkan data vang optimal dengan error data
hanya sebesar 0,06 persen dan total pelanggan yang diverifikasi dan dicocokkan. Selain
itu, penanganan pengaduan masyarakat di wilayah S2JB sudah berjalan baik didukung juga
oleh peran dari pemenntah daerah terkait, sehingga perkembangan komplain masyarakat
mengenal implementasi kebijakan ini setiap bulannya semakin berkurang,.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Subsid i Listrik, Sasaran, PT PLN.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat pada saat ini.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dinyatakan bahwa negara menguasai
haat hidup orang banyak sehingga perlu diatur dan disediakan oleh negara. Listrik
menjadi salah satu komoditas signifikan bagi kehidupan masyarakat baik itu untuk
menjalankan industri, menggerakkan berbagai sektor bisnis, hingga memenuhi kebutuhan
fasilitas publik dan rumah tangga. Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia menjadi
badan yang bertanggung jawab atas ketersediaan listrik negara. Oleh karenanya,
elektrifikas nasional dan pemerataan akses listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia
menjadi fokus penting Kementerian ESDM.

Dalam menjaankan fungsinya dalam memberikan pelayanan ketenagalistrikan
bagi masyarakat, pemerintah memberikan kewenangan kepada PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero) untuk menjalankan fungsi tersebut sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut Pasal
66 Ayat 1 tentang Kewagjiban Pelayanan Umum dinyatakan bahwa BUMN dalam hal ini
PT PLN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah.

PLN adalah perusshaan BUMN yang bergerak di bidang penyediaan jasa
kelistrikan di Indonesia, salah satunya yaitu PT. PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi
dan Bengkulu. PT. PLN sebagai agen listrik bertugas untuk membangun kegiatan-kegiatan
usaha yang berkaitan dengan kedlistrikan, yang bertujuan untuk meningkatkan
kesgahteraan masyarakat serta mendorong peningkatan ekonomi. PT. PLN selau

berusaha meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dengan menciptakan produk



layanan yang kreatif, andal, dan berkualitas di wilayah sumatera selatan, jambi dan
Bengkulu. Salah satu langkah yang diambil ialah melalui kebijakan Subsidi Listrik Tepat
Sasaran (SLTS).

Pada tahun 2015, subsidi listrik paling besar dinikmati oleh pelanggan rumah
tangga 450 VA dan 900 VA yang mencapai Rp. 49,32 Triliun (87%). Namun demikian,
pada dua golongan pelanggan ini masih terdapat rumah tangga yang tidak layak disubsidi.
Perhatikan gambar berikut:

Gambar 1. Kelompok Penerima Subsidi Listrik
iy
Kelompok Mampu Menerima Subsidi Listrik Lebih Besar

Rata-Rata Subsidi Listrik Yang Diterima Rumah Tangga Setiap Bulan Menurut Desjl Pengeluaran
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Sumber : Data PT. PLN (Persero) WS2JB diolah penulis

Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa proporsi penerima subsidi listrik Iebih
banyak kepada kelompok masyarakat mampu, oleh karena itu Pemerintah memberlakukan
Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran atau SLTS sgak 1 Januari 2017 untuk
memastikan subsidi listrik dinikmati oleh masyarakat miskin dan tidak mampu. Kebijakan
SLTS bertujuan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu
karena masih terdapat 7 juta rumah tangga atau setara 28 juta individu di Indonesia yang
belum menikmati akses listrik permanen (Direktorat Jenderal Ketenagalistikan, 2017).
Kebijakan diambil dengan pertimbangan pemberian subsidi tarif tenaga listrik yang lebih
tepat sasaran sehingga hanya diperuntukkan bagi Golongan Tarif R1 450 VA serta

Golongan Tarif R2 900 VA miskin dan tidak mampu (Kementerian ESDM, 2016).



Kementerian Sosial bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan atau TNP2K mengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
berdasarkan survel yang dilakukan oleh BPS. Tercatat sekitar 4,1 juta rumah tangga
miskin dan tidak mampu terdata sebagai pelanggan R1, sementara data pelanggan PLN
mencatat total sekitar 23 juta pelanggan R1 (Direktorat Jendera Ketenagalistrikan, 2017).
Dalam proses penerapan Kebijakan SLTS yang mengacu pada Pemutakhiran Basis Data
Terpadu Tahun 2015 Kementerian Sosial melalui TNP2K.

Sejak pemberlakuan Kebijakan SLTS, tarif listrik untuk rumah tangga 900 VA
ekonomi mampu mengalami peningkatan setiap dua bulan sekali. Kementerian ESDM
mematok tarif Rp 791/KWh pada tahap pertama per 1 Januari 2017, Rp 1.034/KWh pada
tahap kedua per 1 Maret 2017, dan Rpl.352/ KWh pada tahap ketiga per 1 Mei 2017.
Kemudian mulai 1 Juli 2017, diberlakukan tarif adjustment atau penyesuaian tarif setiap
bulan bagi rumah tangga 900 VA ekonomi mampu seperti dua belas golongan tarif non-
subsidi lainnya (Hidayat 2017). Penyesuaian tarif subsidi listrik sendiri dapat dipengaruhi
oleh harga minyak dan gas, inflasi, dan perubahan nilai tukar mata uang (Marbun 2017
dalam Hidayat 2017).

Data Terpadu sebagal dasar pemberian SLTS berasal dari Pemutakhiran Basis Data
Terpadu 2015 yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosia Nomor
32/HUK/2016. Kepala Unit Komunikas dan Pengelolaan Informasi TNP2K Ruddy Gobel
menjabarkan bahwa Data Terpadu mencakup informasi nama, alamat, dan kondisi sosial-
ekonomi dari 40% persen rumah tangga atau sekitar 25,7 juta rumah tangga atau setara
dengan 93 juta jiwa dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia (Direktorat Jendera
Ketenagalistrikan, 2017).

Kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi listrik melalui PT PLN (Persero)

membawa konsekuensi berupa beban yang berat dalam APBN. Kemampuan pemerintah



untuk berekspansi dengan mengal okasikan anggaran bagi kegiatan yang lebih bermanfaat
bagi rakyat semakin berkurang, Hal ini berakibat pada banyaknya kegiatan pembangunan
yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
menjadi tidak optimal.

Kebijakan SLTS juga dapat dipahami sebaga kolaboras dari redistribusi universa
dan bertarget. Aspek redistribusi universal dilihat dari penetapan tarif yang sama bagi
seluruh pelanggan PLN. Kebijakan SLTS tidak berdampak banyak kepada PLN karena
biaya yang diterima untuk tarif listrik jumlahnya tetap sama sesuai dengan total tagihan
PLN. Sebagai contoh dulu konsumen membayar Rp 500 tetapi PLN tetap menerima Rp
1.500 karena Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 1.000/KWh. Melalui pencabutan
subsidi untuk rumah tangga 900 VA golongan mampu secara bertahap, tagihan listrik
berangsur-angsur ditanggung sepenuhnya oleh pelanggan. Sedangkan, aspek redistribus
bertarget dilihat dari subsidi yang dikhususkan bagi kelompok masyarakat miskin dan
tidak mampu. Penargetan kebijakan didasarkan pada kondisi finansial masyarakat
sehingga Pemerintah mel akukan penargetan yang lebih tepat guna.

Hal ini selanjutnya dapat dilihat dari redistribus vertikal Kebijakan SLTS.
Kebijakan SLTS merupakan redistribusi vertikal, yakni pemberian penanganan yang
berbeda bagi tiap-tiap kelompok pendapatan meskipun kebutuhannya sama. Redistribusi
vertikal juga memberikan penanganan berbeda bagi kelompok-kelompok berkebutuhan
khusus. Hal ini dikarenakan meskipun terdapat kesamaan kebutuhan terhadap listrik
berdaya tangga 900 VA, pemberian subsidi dibedakan berdasarkan kelompok pendapatan
dan subsidi bagi rumah tangga 900 VA ekonomi mampu pun dicabut. Selain bagi rumah
tangga miskin dan tidak mampu, Pemerintah memberikan subsidi tarif listrik bagi usaha
kecil dan menengah yang meliputi bisnis kecil dan industri kecil berdaya 5.550-200.000

VA serta fadlitas-fasilitas umum seperti sekolah, rumah-rumah ibadah, dan pusat



pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit (Direktorat Jendera
Ketenagalistrikan 2017). Mengacu pada Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2017, pelanggan
PLN yang berhak menerima subsidi ialah 23 juta pelanggan Golongan Tarif R1 450 VA
dan 4 juta pelanggan Golongan Tarif R2 900 VA. Pemerintah memberikan subsidi sebesar
Rp 23,94 triliun untuk Golongan Tarif R1 dan Rp 5,78 triliun untuk Golongan Tarif R2.
Dengan begitu, Pemerintah memberikan total subsidi pada sekitar 27,2 juta pelanggan
listrik dengan anggaran sekitar Rp 29 triliun.

Tabel 1. Alokas Subsidi Listrik Pemerintah Tahun 2017 Melalui Kebijakan SLTS

Jumlah Pelanggan

Golongan Tarif Anggaran

Rumah Tangga | Tarif Subsici | "ot NO" | Total |Subsidi Pemerintah
R1450 VA 23,1 juta - 23,1 juta Rp 23,94 triliun
R2 900 VA 4,1 juta 17,9 juta 22 juta Rp 5,78 triliun
Total Alokas Subsidi 27,2 juta Rp 29,72 triliun

Sumber : data PT. PLN (Persero) WS2JB diolah penulis

Kebijakan SLTS turut dipengaruhi fitur-fitur demografis yakni persebaran
kelompok pendapatan, persebaran elektrifikasi, dan wilayah demografis. Kebijakan SLTS
memungkinkan penghematan anggaran subsidi yang tak hanya dapat lebih tepat guna
disasarkan pada kelompok miskin dan tidak mampu, tetapi juga menyisakan anggaran
yang dapat dialihkan ke sektor-sektor lain. Penerapan SLTS diharapkan dapat menghemat
anggaran sehingga anggaran dapat dipergunakan salah satunya untuk meningkatkan rasio
elektrifikas nasional yang baru mencapai 91% (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
2017).

Hasil Kesimpulan Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VIl DPR-RI tanggal
22 September 2016, menyetujui pencabutan subsidi listrik dengan daya 900 VA bagi
golongan rumah tangga yang ekonominya mampu dengan didukung data yang akurat.
Berdasarkan hasil rapat kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR-RI tersebut maka

dikeluarkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran yaitu melalui Peraturan Menteri Energi



dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi
Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga, dimana kebijakan subsidi listrik tepat sasaran
ini difokuskan pada pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5 yang dijelaskan sebagai berikut:

a Pasa 2

(1) Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk rumah tangga dilaksanakan melalui Tarif
Tenaga Listrik Konsumen PT. PLN (Persero) golongan rumah tangga yang
diberikan untuk:

a) Daya450VA; dan
b) Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu Daya 900V A

(2) Pemberian subsidi terhadap Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu daya
900 VA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilaksanakan berdasarkan
hasil pencocokan data yang dilakukan PT. PLN (Persero) dan ditetapkan oleh
Direktur Jenderal .

(3) Konsumen PT. PLN (Persero) golongan rumah tangga dengan daya 1300 VA
ke atas yang terdapat dalam Data Terpadu dapat menerima subsidi tarif tenaga
listrik setelah melakukan penurunan daya menjadi 450 VA atau daya 900 VA.

(4) Penurunan daya dilaksanakan setelah konsumen PT. PLN (Persero) golongan
rumah tangga dengan daya 1300 VA ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) mengajukan permohonan penurunan daya kepada PT. PLN (Persero).

(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PT. PLN
(Persero) wajib melayani permohonan penurunan daya sesuai dengan ketentuan

di PT. PLN (Persero).

Pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran juga turut melibatkan
Pemerintah Daerah dalam menampung dan menyalurkan pengaduan masyarakat terkait

kepesertaan subsidi listrik. Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor



671/4809/SJ tangga 16 Desember 2016 tentang Dukungan Penanganan Pengaduan Dalam
Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, meminta kepada Gubernur dan
Bupati/Walikota untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan pengaduan dari
masyarakat. Gubernur dan Bupati/Walikota juga diharapkan untuk dapat mengaktifkan
fungss Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di wilayahnya masing-
masing. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut juga menugaskan khususnya para
Bupati dan Walikota agar memerintahkan para Camat, Lurah dan Kepala Desa atau
sebutan lainnya untuk berperan aktif dalam menangani dan menampung pengaduan dari
masyarakat terkait kepesertaan subsidi listrik.

Kebijakan penerapan subsidi listrik sebaga bagian dari kebijakan PT. PLN
(Persero) Pusat juga diberlakukan di seluruh area wilayah PT. PLN (Persero) wilayah
Sumatera Selatan Jambi Bengkulu (WS2JB), tak terkecuali di Kota Palembang. Kebutuhan
akan jasa listrik di Area Kota Palembang dari tahun ketahun menunjukkan adanya
peningkatan. Kota Palembang mulai diberlakukan program subsidi listrik tepat sasaran
yaitu dengan mencabut subsidi listrik bagi pelanggan pada awal Mei 2017. Jumlah
konsumen rumah tangga sekitar 1.340.090, sedangkan konsumen rumah tangga yang
berhasil didata hanya sekitar 341.606. Berikut ini jumlah penduduk miskin di Kota
Palembang tahun 2013 sampai 2017:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Kota Palembang Tahun 2013-2017

Keterangan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Penduduk (Ribu Orang) 205.99 202.31 203.12 191.95 184.41
Persentase Penduduk Miskin (%) 13.36 12.93 12.85 12.04 11.40
Indeks Kedalaman Kemiskinan (%) 2.03 2.26 2.05 2.18 2.24
Garis Kemiskinan (Rp) 392,560 | 405,037 | 431,242 | 456,225 480,735

Sumber : Badan Pusat Satistik Kota Palembang

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin

di Kota Paembang cukup tinggi. Tujuan kebijakan listrik tepat sasaran adalah untuk




memastikan subsidi listrik hanya diberikan kepada kelompok masyarakat tidak mampu
sesuai amanat undang-undang. Namun Penerapan subsidi untuk golongan 900 VA di
lapangan banyak permasalahan. Masih terdapat keluarga mampu yang masuk daftar
miskin sehingga mendapatkan subsidi serta keluarga miskin atau kurang mampu yang
tidak masuk daftar miskin sehingga tidak menerima subsidi. Selain itu, pencabutan subsidi
listrik disinyalir semakin membebani kelompok-kelompok bawah masyarakat (Tribun
News 2017).

Data jumlah pelanggan berdasarkan kategori rumah tangga PT. PLN (Persero)
WS2JB untuk Kota Palembang dari tahun 2015 sampai 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Pelanggan PLN Kategori Rumah Tangga di Kota Palembang
Tahun 2015-2017

Jenis Pelanggan 2015 2016 2017
R1/450VA 85,707 91,602 91,602
R1/900V A 216,904 231,821 68,136
R1/900VA-RTM - - 163,685
R1/1300V A 115,624 123,576 123,576
R1/2200V A 10,587 11,315 11,315
R2/>3500 sd SS00VA 2,999 3,205 3,205
R3/6600V A ke atas 481 515 515

Total Pelanggan 432,302 462,034 462,034

Sumber: data PT. PLN (Persero) WS2JB

Jikadilihat dari data tersebut pada tahun 2015 dua pelanggan PLN golongan rumah
tangga yaitu R1/450VA sebanyak 85,707 pelanggan dan R1/900VA sebanyak 216,904
pelanggan mendapat subsidi listrik dari pemerintah. Sedangkan pada tahun 2016, jumlah
pelanggan untuk kedua golongan tersebut meningkat kembali menjadi 91,602 pelanggan
untuk golongan R1/450VA dan 231,821 pelanggan untuk golongan R1/900VA yang
mendapat subsidi listrik dari pemerintah. Sementara itu, setelah dilakukan kebijakan
subsidi listrik tepat sasaran pada tahun 2017 untuk golongan R1/900VA di Kota
Palembang, maka jumlah pelanggan R1/900VA sebanyak 231,821 pelanggan pada tahun

2016 dibagi menjadi dua golongan pada tahun 2017 yaitu golongan R1/900VA untuk



golongan tidak mampu sebanyak 68,136 pelanggan dan R1/900VA untuk golongan
mampu atau RTM yaitu sebanyak 163,685 pelanggan.

Kenyataan ini, menunjukkan bahwa pada tahun sebelum dilakukannya kebijakan
subsidi listrik tepat sasaran ini, penggalian dan survel data yang dilakukan pemerintah
terutama pemerintah Kota Palembang belum optima karena dalam data rumah tangga
miskin ada golongan rumah tangga mampu dan tidak berhak atas subsidi listrik tersebut.
Oleh karena itu, masih ada celah bagi oknum penduduk mampu untuk tetap dapat
mengakali kebijakan supaya tetap dapat ikut menikmati subsidi listrik dari pemerintah dan
masih banyak masyarakat miskin yang tidak disubsidi pemerintah. Hal tersebut karena
Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 mengaami exclusion error. Masih terdapat
keluarga mampu yang masuk daftar miskin sehingga mendapatkan subsidi serta keluarga
miskin atau kurang mampu yang tidak masuk daftar miskin sehingga tidak menerima
subsidi. Berdasarkan fenomena tersebut perlu diteiti lebih lanjut tentang implementasi
kebijakan subsidi listrik tepat sasaran di PT. PLN WS2JB (Studi Pada Masyarakat Kota
Palembang). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis tentang hasil
implementasi kebijakan subsidi listrik tepat sasaran di PT. PLN WS2JB khususnya pada
wilayah K ota Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan
permasalahan penelitian yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat
Sasaran di PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi Bengkulu (Studi Pada
Masyarakat Kota Palembang)?

C. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan rumusan masalah tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan subsidi listrik tepat sasaran di PT.
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PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi Bengkulu (Studi Pada Masyarakat Kota
Palembang).
D. Manfaat Pendlitian
Setelah memperoleh gambaran dan mengevaluasi hasil Implementasi kebijakan
subsidi listrik tepat sasaran di PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi
Bengkulu (Studi Pada Masyarakat Kota Palembang) maka diharapkan laporan ini dapat
memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, berikut manfaat
teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini:
1. Manfaat teoritis
Secara teoritis hasil laporan ini diharapkan dapat memperkaya bahan kajian untuk
penulisan laporan selanjutnya sebagai acuan khususnya dalam mengkaji mengenai
implementasi kebijakan subsidi listrik tepat sasaran di PT. PLN (Persero) Wilayah
Sumatera Selatan Jambi Bengkulu (WS2JB) khususnya di K ota Palembang.
2. Manfaat praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi
semua pihak yang terkait dan dapat mengatasi masalah dalam implementasi
kebijakan subsidi listrik tepat sasaran di PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera

Selatan Jambi Bengkulu (WS2JB) khususnya di Kota Palembang.
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